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ABSTRAKSI

Nama : Putri Farah Azzahra
Nim :202110110311359
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK

TUNTUTAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Pembimbing : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum dan Cholidah, SH., MH.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pencabutan hak politik
termasuk pada pidana tambahan pada para tersangka kasus tidak pidana korupsi.
Contoh penerapan sanski pidana tambahan ini ada dalam putusan Nomor:
87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Putusan Hakim yang menyatakan bahwa hak
politik Muchammad Romahurmuziy hanya di non-aktifkan selam 5 tahun tentu hal
ini dirasa tidak adil dan tidak sepadan dengan kerugian yang telah Muchammad
Romahurmuziy timbulkan, apabila setelah 5 tahun maka Muchammad
Romahurmuziy bisa mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tentu akan beresiko
besar pada kepercayaan masyarakat dan akan ada kemungkinan tindakan korupsi
akan terjadi lagi. penelitian ini bertujuan untuk Mengelaborasi pertimbangan negasi
hakim putusan nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst terkait pencabutan hak
politik dalam perspektif asas keadilan. Metodologi penelitian ini adalah yuridis
normatif. apabila setelah 5 tahun maka Muchammad Romahurmuziy bisa
mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tentu akan beresiko besar pada kepercayaan
masyarakat dan akan ada kemungkinan tindakan korupsi akan terjadi lagi,
mengingat kurangnya efek jera yang diberikan kepada Muchammad
Romahurmuziy. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik
Putusan yang kurang memberikan efek jera berisiko menurunkan kepercayaan
publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Dalam konteks kepastian
hukum, pencabutan hak politik bagi koruptor seharusnya diterapkan lebih tegas
guna menjaga integritas sistem pemerintahan saran untuk meningkatkan efektivitas
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya terkait pencabutan
hak politik bagi pelaku.

Kata Kunci : Korupsi, Pencabutan Hak, Hak Politik



ABSTRACT

Name : Putri Farah Azzahra
Nim 2202110110311359
Title : ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN

REJECTING THE DEMAND FOR REVOCATION OF
POLITICAL RIGHTS AGAINST CORRUPTION OFFENDERS
Supervisors  : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum and Cholidah, SH., MH.

As explained in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of
Corruption, it is explained that the revocation of political rights is included in
additional criminal penalties for suspects in non-corruption cases. An example of
the application of this additional criminal sanction is in the decision Number:
87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst The Judge's Decision stating that Muchammad
Romahurmuziy's political rights were only deactivated for 5 years, of course this is
considered unfair and not commensurate with the losses that Muchammad
Romahurmuziy has caused, If after 5 years, Muchammad Romahurmuziy can run
as a people's representative, of course, it will be a big risk to public trust and there
will be a possibility that corruption will occur again. This study aims to elaborate
on the judge's negation considerations in decision number: 87 / Pid.Sus-TPK /2019
/ PN Jkt.Pst regarding the revocation of political rights from the perspective of the
principle of justice. The methodology of this study is normative juridical. If after 5
years, Muchammad Romahurmuziy can run as a people's representative, of course,
it will be a big risk to public trust and there will be a possibility that corruption will
occur again, considering the lack of deterrent effect given to Muchammad
Romahurmuziy. Impact on Legal Certainty and Public Trust Decisions that do not
provide a deterrent effect risk reducing public trust in the justice system and law
enforcement. In the context of legal certainty, the revocation of political rights for
corruptors should be implemented more firmly in order to maintain the integrity of
the government system. Suggestions to increase the effectiveness of law enforcement
against corruption, especially regarding the revocation of political rights for
perpetrators

Keywords : Corruption, Deprivation of Rights, Political Rights
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